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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMAS]I RENCANA UMUM
PENGADAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
taerkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan proses
perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk
Tahun Anggaran 2026,

c. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
bersumber dari dana Daftar Isian Pelangsanaan
Anggaran (DIPA) Satuan Kerja KPU Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-
076.01.2.658504 /2026 tanggal 01 Desember 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Umum
Kabupaten Sintang tentang Penunjukan Operator Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
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Menetapkan

KESATU

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

10. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Menunjuk Saudara IWAN SETIA, NIPPK.
198202212024211004 sebagai Operator Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026.
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KEDUA

KETIGA

KELIMA

Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertugas membantu Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen untuk menginput dan mengumumkan
Paket pengadaan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2026 sesuai
dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku.

Operator sebagaimana dimasud dalam Diktum KESATU
bertugas selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 4 Maret 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

__KABUPATEN SINTANG
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